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WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK,
FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang s a.
b.
Mengingat 1 1.

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan
Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan
bahwa pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan,
selain unit pelaksana teknis dinas Daerah
kabupaten/kota, terdapat rumah  sakit Daerah
kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus
serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit
organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan
secara profesional bertanggungjawab kepada kepala
dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang kesehatan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Atas
Peraturan = Walikota  Tanjungpinang Nomor 33
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Tanjungpinang;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



7. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);

8. Peraturan  Walikota  Tanjungpinang  Nomor 33
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 33
TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TANJUNGPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33

Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 33)

diubah sebagai berikut:

1.

Di antara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 4 (empat) pasal,
yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, dan Pasal 25D, yang berbunyi

sebagai berikut:

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Rumah Sakit Daerah

Pasal 25A

(1) Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Tanjungpinang, terdapat Rumah Sakit Daerah
sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bersifat khusus,

yang memberikan layanan secara profesional.



(2)

(1)

(3)

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta

bidang kepegawaian.
Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh direktur Rumah Sakit Daerah.
Pasal 25B

Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25A berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah

Sakit Daerah.

Bagian Kedua
Direktur Rumah Sakit Daerah

Pasal 25C

Direktur Rumah Sakit Daerah memiliki tugas memimpin dan
mengelola keuangan dan barang milik Daerah serta mengelola bidang

kepegawaian.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), direktur Rumah Sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa
pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), direktur Rumah Sakit Daerah memiliki kewenangan:

a. menyusun rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c. menandatangani surat perintah membayar;

d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi
tanggungjawabnya;

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang
dipimpinnya;

f.  menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat

penatausahaan keuangan;



(1)

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan Daerah;

h. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j- mengelola dan membina pegawai di lingkungan Rumah Sakit

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Susunan Rumah Sakit Daerah

Pasal 25D

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Daerah pada Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri

atas susunan:

a. Direktur;

b. Wakil direktur;

c. Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas
Bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional,

d. Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada huruf b yang
melaksanakan fungsi administrasi umum terdiri atas Bagian;

e. Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas
Subbagian; dan

f. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ membawahkan

kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas Seksi.

Susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait keberadaan
dan jumlah banyaknya Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Subbagian
dan Seksi disesuaikan dengan besaran organisasi berdasarkan jenis

dan klasifikasi Rumah Sakit Daerah.

Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dengan memperhatikan jenis dan
klasifikasi Rumah Sakit Daerah untuk menentukan besaran

organisasi dibentuk dengan Peraturan Walikota.



2. Di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 27A dan Pasal 27B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, direktur Rumah
Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
dilakukannya penyesuaian status jabatan direktur Rumah Sakit

Daerah.

(2) Penyesuaian status jabatan direktur Rumah Sakit Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat

15 Oktober 2020.
Pasal 27B

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, terhadap batang tubuh yang

tidak diubah dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota

Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2020
Plt. WALIKOTA TANJUNGPINANG
WAKIL WALIKOTA,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 227



